PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 10/ 29 /PBI/2008
TENTANG
FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaratensispembayaran di
Indonesia, Bank Indonesia telah mengimplementasiRetem
Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS)
dan sistem kliring nasional Bank Indonesia;

b. bahwa untuk menghindari terjadinya kemacetalanaasistem
pembayaran gridlock) dalam Sistem BI-RTGS, yang dapat
membahayakan stabilitas sistem keuangan, Bank ésimapat
memberikan Fasilitas Likuiditas Intrahari kepadanBdJmum
peserta Sistem BI-RTGS;

c. bahwa untuk mengantisipasi kemungkinan kegagalanrk Balam
memenuhi kewajibannya sebagai peserta dalam sig&tging
nasional Bank Indonesia, di samping untuk tujuamagaimana
dimaksud pada huruf b, penyediaan Fasilitas Likaglintrahari
juga dimaksudkan untuk penyelesaian akhir Kliridpet kepada
Bank Umum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakdanoh
huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu kntoengatur
kembali ketentuan mengenai Fasilitas Likuiditasanari Bagi

Bank Umum dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat...
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Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992taten Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No®io
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noma@R)3
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Ndaor
Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia 7d998
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Inglane
Nomor 3790);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Badé&nesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No®6o
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor8dB)3
sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraRearerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembara
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, bedoan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901);

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008atey Sistem
Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahankdagan
Negara Republik Indonesia Nomor 4820);

4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/200kGatey Sistem
Kliring Nasional Bank Indonesia (Lembaran Negarapuidik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembarajanse
Republik Indonesia Nomor 4516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG FASITLAS
LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM

Pasal...
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Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mgae:

1.

Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud daladang-undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaiméata deibah dengan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksank&gm@tan usaha
secara konvensional.

Sistem Bank IndonesiaReal Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut
dengan Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem trarddea sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia menges#@érSiBank Indonesia
Real Time Gross Settlement.

Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya

disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Balokesia termasuk
penatausahaannya dan penatausahaan surat berhecrgea selektronik

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indomasiagenai Bank

Indonesia Scripless Securities Settlement System.

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang sgitnya disebut SKNBI

adalah sistem kliring yang diselenggarakan olehkBadonesia sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang menga¢ngenai sistem
kliring nasional Bank Indonesia.

Kliring Debet adalah kegiatan dalam SKNBI untukansfer debet

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesig mengatur

mengenai sistem kliring nasional Bank Indonesia.

Fasilitas Likuiditas Intrahari yang selanjutrdiaebut FLI adalah penyediaan
pendanaan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalandiskdn Bank sebagai
peserta Sistem BI-RTGS dan peserta SKNBI, yangkukian dengan cara
repurchase agreement (repo) surat berharga yang harus diselesaikan lpadla

yang sama dengan hari penggunaan.
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(1)

(2)
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FLI dalam rangka RTGS yang selanjutnya disedutRHGS adalah FLI
untuk mengatasi kesulitan pendanaan Bank yang dierg@lama jam
operasional Sistem BI-RTGS.
FLI dalam rangka Kliring yang selanjutnya diseBll-Kliring adalah FLI
untuk mengatasi kesulitan pendanaan Bank yang dierpada saat
penyelesaian akhir atas hasil Kliring Debet.
Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disefBl adalah surat berharga
dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bam#toriesia sebagai
pengakuan utang berjangka waktu pendek.
Surat Utang Negara yang selanjutnya disebut &tii#¥ah surat berharga yang
berupa surat pengakuan utang yang diterbitkan Blemmerintah Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Uniangor 24 Tahun
2002 tentang Surat Utang Negara.

Pasal 2
Bank dapat memperoleh FLI, baik dalam bentuk-RLGS maupun FLI-
Kliring, setelah menandatangani Perjanjian PenggunaFLlI dan
menyampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkgpada Bank
Indonesia.
Bank dapat menggunakan FLI sebagaimana dimaksuth ayat (1) jika
memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. memiliki surat berharga yang dapat direpokana@#apBank Indonesia
berupa SBI dan/atau SUN;
b. tidak sedang dikenakan sanksi penangguhan deBag& peserta Bl-
RTGS dan/atau penghentian sebagai Bank peseitagkidan
c. berstatus aktif sebagai peserta BI-SSSS.

Pasal...
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Pasal 3
Bank Indonesia berwenang untuk menolak atamgimentikan penggunaan FLI
dalam hal Bank tidak lagi memenuhi persyaratan gabsmna dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 4
(1) Pelaksanaan repo atas surat berharga sebagailiraaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf a dalam rangka penggunaan FLI-RT@%adau FLI-Kliring
dilakukan melalui BI-SSSS yang diatur sebagai lerik
a. Untuk FLI-RTGS, Bank harus memindahkan surat begnde rekening
FLI-RTGS di BI-SSSS selama jam operasional SistéfRBGS pada saat
Bank menilai adanya kebutuhan FLdelf asessment) untuk kelancaran
transaksi di Sistem BI-RTGS; dan
b. Untuk FLI-Kliring, Bank harus memindahkan surath@ga ke rekening
FLI-Kliring di BI-SSSS dalam rangka penyediaan pmmahn awal
(prefund) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indongaigg
mengatur mengenai sistem kliring nasional Bank hedda.
(2) Surat berharga yang telah dipindahkan ke negeRLI-Kliring sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat digunakduk FLI-RTGS.

Pasal 5
(1) Perhitungan nilai jual SBI dan nilai pasar Syahg digunakan Bank dalam
rangka FLI tunduk pada ketentuan Bank Indonesiay Vagrlaku mengenai
transaksi repo dengan Bank Indonesia di pasar dekun
(2) Nilai maksimum FLI yang dapat digunakan Banlalad sebesar nilai surat
berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yiahmgdipindahkan Bank ke
rekening FLI-RTGS dan FLI-Kliring di BI-SSSS.

Pasal...
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Pasal 6

Penggunaan FLI-RTGS dilakukan secara otomatdapsaat saldo rekening
giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupituk melakukan
transaksi keluaroitgoing transaction).
Penggunaan FLI-Kliring dilakukan secara otos@ada saat saldo rekening
giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupituk memenuhi
kewajiban Bank atas penyelesaian akhir Kliring Rebe
Penggunaan FLI-RTGS dan FLI-Kliring sebagaimdmaaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilakukan masing-masing berdasarkaoukkgan nilai surat
berharga untuk FLI yang tersedia di rekening FLIGSTdan FLI-Kliring.
Dalam hal nilai surat berharga untuk FLI-Klgitidak cukup untuk menutup
kewajiban penyelesaian akhir Kliring Debet sebagaiandimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) maka nilai surat berharga untukLGS yang tersedia di
rekening FLI-RTGS secara otomatis digunakan untwdnutup kewajiban

penyelesaian akhir Kliring Debet.

Pasal 7

Bank Indonesia dapat membatasi jenis-jenis transaksy diperkenankan untuk

menggunakan FLI.

Pasal 8

Bank Indonesia dapat mengenakan biaya atas pergguRll dan/atau biaya

lainnya yang terkait dengan penggunaan FLI kepauak B

Pasal 9

(1) Penyelesaian FLI dilakukan secara otomatis olehe®isBI-RTGS setiap

terdapat transaksi masukngoming transaction) yang mengkredit rekening

giro ...
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giro rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indanessimpai dengan batas
waktu penyelesaian FLI.

(2) Bank wajib menyelesaikan FLI sampai dengamdataktu yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia.

(3) Dalam hal Bank tidak dapat menyelesaikan penggn FLI sampai dengan
batas waktu yang ditetapkan maka terhadap nilai ymg tidak dapat
diselesaikan diberlakukan sebagai transaksi repwgate Bank Indonesia

dengan jangka waktu 1 (satu) hari.

Pasal 10

(1) Bank dapat memindahkan kembali surat berhaagarekening FLI-RTGS dan
FLI-Kliring ke rekening perdagangan di BI-SSSS dalzal :
a. FLI telah diselesaikan sebagaimana dimaksud daksal® ayat (1);
b. surat berharga yang telah dipindahkan ke rekenitigRFGS tidak sedang

digunakan untuk FLI.

(2) Pemindahan kembali surat berharga dari rekefinigKliring ke rekening
perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1§ Wepentingan FLI-
Kliring tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yammgatur mengenai sistem

kliring nasional Bank Indonesia.

Pasal 11
Dalam hal FLI diberlakukan sebagai transaksi remmgdn Bank Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) mak& ®Bnduk pada ketentuan
Bank Indonesia yang berlaku mengenai transaksi dggmgan Bank Indonesia di

pasar sekunder.

Pasal...
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Pasal 12
Dalam hal Bank tidak dapat menyelesaikan FLI kaiegagalan Sistem BI-RTGS
dan/atau BI-SSSS maka penyelesaian FLI dilakukaaraeotomatis jika terdapat
transaksi masukirfcoming transaction) segera setelah sistem BI-RTGS dan/atau
BI-SSSS berfungsi kembali.

Pasal 13
Bank yang pada saat berlakunya Peraturan Bank &sionini telah
menandatangani Perjanjian Penggunaan dan Pengadtidaharus mengganti
dengan Perjanjian Penggunaan FLI sebagaimana diatam Surat Edaran Bank

Indonesia.

Pasal 14
Bank peserta kliring yang berada di wilayah Kliriygng belum menerapkan
SKNBI dapat menggunakan FLI-RTGS untuk penyelesakhir kliring yang

terjadi sebeluncut-off warning Sistem BI-RTGS.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai FLI diatur den§amnat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 16
Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini ni@turan Bank Indonesia
Nomor 7/22/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentaagjlitas Likuiditas Intrahari

Bagi Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 17

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku padggahl4 November 2008.

Agar ...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanymelagngan Peraturan Bank

Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaggand Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 November 2008.
GUBERNUR BANK INDONESIA,

BOEDIONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 14 November 2008.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMORL74
DPM, DASP



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 10/ 29 /PBI1/2008
TENTANG
FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM

UMUM

Dalam kegiatan usaha, Bank sangat lazim mengalasuilikan pendanaan
jangka pendek yang disebabkan ketidaksesuaian paadaantara arus masuk
dan arus keluarnfismatch). Dengan berlakunya penyelesaian transaksi melalui
sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dimana
transaksi pembayaran diselesaikan satu demi safrasseketikaréal time),
Bank sangat mungkin mengalami kesulitan pendanaklmdwaktu yang sangat
pendek. Kesulitan pendanaan dimaksud sebagai atebatli ketidaksesuaian
antara waktu dan atau nilai transaksi yang dik{joatgoing transaction) dengan
transaksi yang diterimancoming transaction). Apabila kesulitan yang dialami
oleh Bank atau beberapa Bank tersebut tidak selijgtasi, dikhawatirkan dapat
menyebabkan kemacetan pembayaragnidiock) yang dapat mengganggu
kelancaran sistem pembayaran yang pada akhirnyaat dagenimbulkan
ketidakstabilan sistem keuangan secara keseluruhan.

Untuk mengatasi timbulnya kemacetan pembayarataglimaka Bank
Indonesia menyediakan fasilitas pendanaan untugkgrwaktu yang sangat
pendek selama waktu operasional Sistem BI-RTGSnddb@ntuk Fasilitas
Likuiditas Intrahari (FLI) Bagi Bank Umum yang wajdiselesaikan oleh Bank
pada akhir hari yang sama.

Selain penyediaan FLI untuk mengatgsdliock dalam Sistem BI-RTGS,

penyediaan FLI juga diperlukan untuk mengatasi timpa kewajiban

penyelesaian...
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penyelesaian akhir kliring debet yang ditanggurghdBank Indonesia sebagai
penyelenggara sistem Kkliring. Berkenaan dengan tbedebut maka Bank
Indonesia memandang perlu untuk menerapkan suatoijakan yang
mewajibkan peserta dalam Kliring Debet untuk memjeh pendanaan awal
(prefund) dalam bentuk dangcash) dan atau surat berhargeollateral) pada
setiap awal hari sebelum Kkliring debet dimulai. K&r@an dengan penyediaan
setoran awal dalam bentuk surat berharga tersebka mekanisme penyediaan,
penggunaan dan penyelesaiannya akan diberikan dddaniuk Fasilitas
Likuiditas Intrahari khusus Kliring sebagaimana iltas Likuiditas Intrahari
yang sebelumnya telah disediakan oleh Bank Indanasiuk transaksi Sistem
BI-RTGS.

Pemberian FLI ini sejalan dengan pelaksanaan t@Bgs Indonesia
untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimitetapkan dalam
Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentaugk Indonesia
sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeratBemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.

Pengajuan FLI dan penatausahaan surat berharga daigka pengajuan
FLI telah menggunakan sarana Bank Indonestaripless Securities Settlement
System (BI-SSSS) yang terhubung langsung dengan SisteiRTE3S. Dengan
menggunakan sarana BI-SSSS diharapkan dapat mesppemroses pengajuan
FLI dan meminimalkan resiko setelmen.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)

Dokumen....
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Dokumen pendukung yang disertakan antara lain nonelip
fotokopi Anggaran Dasar Bank atau kuapawer of attorney)
dari kantor cabang Bank yang kantor pusatnya berdkddan di

luar negeri yang telah dinyatakan sesuai denganyasbleh

Bank.
Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Kriteria pengenaan sanksi penangguhauspend) tunduk pada
Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Indonediaal- Time
Gross Settlement yang berlaku dan/atau Peraturan Bank
Indonesia tentang Sistem Kliring Nasional Bank imeka.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kriteria aktif adalah sabagna
dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia tentangk Ban

Indonesia -Scripless Securities Settlement System.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas




Huruf b
Yang dimaksud dengan pendanaan awalefgnd) adalah
penyediaan dana dan/atau surat berharga oleh Besdrtp
SKNBI pada awal hari sebelum kegiatan kliring dedietulai.
Dalam ketentuan ini, penyediaan pendanaan awal gatgr
adalah dalam bentuk surat berharga.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Penggunaan FLI-RTGS secara otomatis dimaksudkiawaailai atas
surat berharga yang direpokan yang dilakukan Baakgdung
digunakan untuk menutup ketidakcukupan saldo rekegiro Rupiah
di Bank Indonesia.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal....



Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Besarnya biaya penggunaan FLI dan biaya lainnyg yerkait penggunaan

FLI ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 9

Ayat (1)
Sepanjang Bank masih menggunakan FLI maka SistefRTEIS
secara otomatis menggunakan dana yang berasaratasaksi masuk
(incoming transaction) untuk terlebih dahulu menyelesaikan FLI
tersebut.
Proses penggunaan dan penyelesaian FLI berlangsung sampai
dengan batas akhir waktu penyelesaian FLI.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal....



Pasal 12
Yang dimaksud dengan kegagalan Sistem BI-RTGS ladedgagalan
RTGS Central Computer (RCC) sehingga seluruh Bank Peserta BI-RTGS
dan/atau Bank Indonesia tidak dapat mengirimkamsttsi dari terminal
RTGS (RT) ke RCC.
Gangguan pada salah satu atau beberapa RT dagatgguan pada
jaringan RTGS yang mengakibatkan satu atau beb&apk Peserta Bl-
RTGS tidak dapat mengirimkan transaksi ke RCCktiianggap sebagai
kegagalan Sistem BI-RTGS.
Yang dimaksud dengan kegagalan Sistem BI-SSSS hadagagalan
System Central Computer (SCC) pada sarana BI-SSSS sehingga seluruh
Bank dan/atau Bank Indonesia tidak dapat menginmikansaksi dari
terminal System Terminal/ST) ke SCC.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Pokok-pokok ketentuan yang akan diatur dalam SEmBliputi antara
lain:
1. Tata cara penyampaian Perjanjian Penggunaan FLI;
2. Batas akhir waktu penggunaan dan penyelesaian FLI;
3. Tata cara pemindahan surat berharga dari rekerendagangan ke
rekening FLI-RTGS dan FLI-Kliring dan sebaliknya;

4. Tata....
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4. Tata cara perhitungan dan pembebanan biaya pergguial

dan/atau biaya lainnya terkait penggunaan FLI.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4922
DPM, DASP



